
BAB II 

 
DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 

 
 
A. KEDUDUKAN 

 
1.  Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan dipimpin oleh Kepala 

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan. 
 

2.  Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan berkedudukan di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. 
 

3.  Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan berada di bawah 

koordinasi Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris 
Daerah 

 
4.  Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan melaksanakan tugas 

memimpin, mengoordinasikan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan 

penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan 
penataan ruang pada suburusan bidang bangunan gedung, suburusan 

bidang penataan bangunan dan lingkungannya, suburusan bidang 
penataan ruang, suburusan bidang jasa konstruksi, dan urusan 
pemerintahan bidang pertanahan. 

 
B. TUGAS DAN FUNGSI  

 

1.  Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan 

penataan ruang pada suburusan bidang bangunan gedung, suburusan 
bidang penataan bangunan dan lingkungannya, suburusan bidang 
penataan ruang, suburusan bidang jasa konstruksi, dan urusan 

pemerintahan bidang pertanahan. 
 

2.  Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi 
sebagai berikut: 

a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan 
Anggaran Dinas; 

b. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
Dinas; 

c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar dan 
prosedur Dinas;  

d. kesekretariatan di lingkungan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan 
Pertanahan; 

e. perencanaan, pengkajian, pemantauan dan evaluasi perencanaan dan 
pemanfaatan ruang; 

f. pengkajian, pemantauan dan evaluasi pengendalian pemanfaatan 
ruang; 

g. perencanaan dan pemanfaatan pertanahan serta penyelenggaraan 
informasi geospasial; 

h. pengendalian perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan bangunan 
gedung serta penindakan dan pengaduan bangunan gedung; 

i. pembinaan, pemantauan dan evaluasi jasa konstruksi; 
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j. perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan baru, 
perawatan dan pemeliharaan bangunan gedung pemerintah daerah 
serta pembinaan bangunan gedung pemerintah daerah selain yang 

dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 
Permukiman, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan 

Olahraga, Dinas Sosial, Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi 
dan Rumah Sakit Umum Daerah/Rumah Sakit Khusus Daerah; 

k. pengelolaan data, informasi, dan transformasi digital penyelenggaraan 
urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang 

pada suburusan bidang bangunan gedung, suburusan bidang 
penataan bangunan dan lingkungannya, suburusan bidang penataan 

ruang, suburusan bidang jasa konstruksi, dan urusan pemerintahan 
bidang pertanahan; 

l. pengawasan dan pengendalian izin di bidang pekerjaan umum dan 
penataan ruang pada suburusan bidang bangunan gedung, suburusan 

bidang penataan bangunan dan lingkungannya, suburusan bidang 
penataan ruang, suburusan bidang jasa konstruksi, dan urusan 

pemerintahan bidang pertanahan; 

m. pemberian dukungan dan bimbingan teknis kepada masyarakat dan 
perangkat daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang 
pada suburusan bidang bangunan gedung, suburusan bidang 

penataan bangunan dan lingkungannya, suburusan bidang penataan 
ruang, suburusan bidang jasa konstruksi, dan urusan pemerintahan 
bidang pertanahan; 

n. pengawasan dan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangan-undangan di bidang pekerjaan umum dan penataan 
ruang pada suburusan bidang bangunan gedung, suburusan bidang 

penataan bangunan dan lingkungannya, suburusan bidang penataan 
ruang, suburusan bidang jasa konstruksi, dan urusan pemerintahan 
bidang pertanahan; 

o. pengadaan tanah untuk prasarana Cipta Karya, Tata Ruang dan 
Pertanahan serta pelaksanaan pengadaan tanah yang diusulkan oleh 
PD/UKPD selain yang dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air, Dinas 

Pertamanan dan Hutan Kota, Dinas Bina Marga dan Dinas Perumahan 
Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta; 

p. pemetaan dan pengukuran peta dasar dan peta tematik; 

q. penghimpunan, pengolahan dan penyajian data dan informasi cipta 
karya, tata ruang dan pertanahan serta pengembangan dan 
pengelolaan sistem informasi; 

r. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; dan 

s. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh 
Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.  

 
C. SUSUNAN ORGANISASI  
 

1.  Sekretariat Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, terdiri atas:  

a. Subbagian Umum; dan 

b. Subbagian Program, Pelaporan dan Keuangan.  


